




A. Latar Belakang Masalah 
Seiring perkembangan dan perubahan zaman, kehidupan manusia 
dihadapkan dengan segala bentuk kebutuhan yang sekiranya dapat menunjang 
kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu nya kegiatan bertransaksi. Dalam 
kegiatan bertransaksi kita mengenal dengan yang nama nya jual beli, sewa-
menyewa, pinnjam-meminjam, gadai-menggadai, dan masih banyak lagi bentuk 
kegiatan transaksi yang lainnya. 
Seperti halnya Pegadaian, Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan 
bank yang memberikan pembiayaan secara kredit kepada masyarakat dengan cara 
khusus yaitu hukum gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 
1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang atas suatu benda bergerak yang 
diberikan oleh pihak yang mempunyai utang kepada pihak piutang. Seseorang 
yang mempunyai utang memberikan kuasanya kepada orang yang berpiutang 
untuk menggunakan barang bergerak tersebut dalam melunasi utang apabila 
seseorang yang berutang tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya 
pada saat jatuh tempo.
1
  
Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
berkontribusi pada sektor keuangan indonesia dan bergerak pada tiga jenis bisnis 
perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Sedangkan Pegadaian 
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syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha nya dengan 
menggunakan sistem gadai dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.
2
 
Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, 
tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk-produk berbasis 
syariah sehingga tidak mau kalah saing dengan lembaga keuangan yang lainnya. 
Salah satunya produk gadai emas, produk gadai emas merupakan produk 
unggulan di Pegadaian Syariah, dimana produk ini menjadi sebuah icon yang 
yang unggul terhadap perusahaan Pegadaian. 
Gadai (al rahn) secara bahasa dapat diartikan sebagai (al stubut, al habs) 
yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu 
benda berharga dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan atas adanya 2 




Sehingga dapat disimpulkan Ar-rahn adalah menahan salah satu harta 
yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya oleh yang 
berutang kepada piutang. Barang yang ditahan tersebut harus merupakan barang 
yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam 
jaminan utang atau gadai. 
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Mengenai gadai tertera pada Alqur‟an. Q.S Albaqarah [2]: 283 
                             
                              
                 
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat  
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 
bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, 





Inti dari isi kandungan ayat tersebut adalah setiap transaksi yang 
mengandung perjanjian sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, apabila tidak 
memungkinkan untuk tertulis maka hadirkanlah saksi, dan apabila tidak ada saksi 
maka berikanlah suatu barang jaminan untuk dijaminkan. Allah SWT mengetahui 
segalanya, maka setiap kesaksian harus dijaga dan diamanahkan untuk dimintai 
pertanggung jawabannya. Apabila meyembunyikan kesaksian maka Allah SWT 
mengetahui, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui. 
Begitupun dengan Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah dapat 
membantu masyarakat dalam hal penggadaian dengan adanya sebuah jaminan. 
Selain itu Pegadaian Syariah pun memiliki beberapa produk berbasis syariah yang 
lainnya di luar gadai emas, yang sekiranya sangat dibutuhkan dan dapat 
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membantu dalam kebutuhan transaksi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) bentuk aspek 
produk, yaitu pembiayaan, emas dan jasa/pelayanan. 
Salah satu bentuk inovasi dari produk pegadaian syariah yang semakin 
berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu ada pada produk Arrum Haji. 
Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, dimana produk ini 
menjadikan solusi yang tepat dalam rangka membantu umat muslim untuk 
mewujudkan terlaksananya rukun islam yang ke lima.
5
 
Produk Arrum Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang 
memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas seberat 
15 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 7.000.000; dan uang yang 
dipinjamkan kepada nasabah diberikan sebesar Rp. 25.000.000; sesuai dengan 
biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian RI.
6
 Pinjaman 
uang tersebut dapat diangsur selama beberapa tahun, diantaranya Pegadaian 
Syariah memberikan opsi kepada nasabah yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 
bulan. Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu’nah) per bulan 0.95% x nilai 
taksiran jaminan. Saat berlangsungnya akad Arrum Haji, maka sekaligus akan 
membuka tabungan haji dan nomor porsi haji.
7
 
Untuk mendapatkan produk Arrum Haji, nasabah harus memenuhi syarat 
dan ketentuan yang harus dipersiapkan, diantaranya menyerahkan foto copy KTP, 
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jaminan emas, buku tabungan, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dan Setoran 
Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH). 
8
 
Dalam pelaksanaannya, produk Arrum Haji berbeda dengan produk 
Talangan Haji yang ada pada Perbankan Syariah. Dari hasil penelitian dapat 
dijelaskan bahwa Arrum Haji menggunakan jaminan berupa emas sedangkan 
Talangan Haji tidak ada jaminan sama sekali, ini yang membedakan. Padahal 
syarat untuk naik haji adalah orang yang mampu.
9
 
Fatwa yang digunakan pada produk Arrum Haji yaitu pembiayaan 
disertai rahn, yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN-




Produk Arrum Haji dalam bentuk pembiayaannya menggunakan akad 
Qardh, akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian Syariah kepada 
nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dimana nasabah dalam jangka waktu 
tertentu harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan terdapat biaya 
ijaroh yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Selain 
adanya akad qardh, pada pembiayaan Arrum Haji juga terdapat akad Rahn. 
Dimana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai 
harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji. Pendapatan 
murtahin atau Pegadaian Syariah pada akad rahn itu ada pada ujrah yang tidak 
dibayarkan ujrah nya secara tunai. 
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Sedangkan akad qardh dalam hal mendapatkan keuntungannya seperti 
yang telah kita ketahui bahwa pendapatan murtahin pada akad qardh sama saja 
dengan akad rahn yaitu ada pada ujrah nya. Hal ini diperbolehkan oleh hukum 
islam. Namun, dalam pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah terdapat 
pembayaran denda atau ganti rugi (ta’widh) rahin terhadap murtahin dalam hal 
keterlambatan membayar uang pembiayaannya yang dibayarkan secara angsuran 
perbulan. Ganti rugi tersebut dibayarkan secara perhari kepada Pegadaian Syariah 
yang jumlah besarannya sudah ditentukan didalam isi perjanjian. 
Kata al-ta’widh berasal dari „iwadha (ضوع) yang berarti ganti.11 
Sedangkan al ta’widh secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar 
kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat 
pelanggaran atau kekeliruan.
12
 Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang 
menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya atau harta kekayaannya, sehingga 
menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas, ataupun manfaatnya.  
Jika salah satu pihak yang menanggung kerugian atas pelanggaran suatu 
akad maka perlu adanya tanggung jawab (dhaman) untuk mengganti dan 
menutupi kerugian tersebut. Pegadaian Syariah menetapkan ganti rugi (ta’widh) 
pada produk baru Arrum Haji berdasarkan keterlambatan pembayaran atau jangka 
waktu perhari sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. Sedangkan 
Fatwa DSN MUI dengan jelas menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi 
(ta’widh) itu tidak boleh dicantumkan pada akad dan kerugian itu harus 
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berdasarkan kerugian yang riil, yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan bukan 
kerugian yang diperkirakan akan terjadi.  
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah dalam 
pelaksanaan penentuan ganti rugi (ta’widh) pada produk Arrum Haji di Pegadaian 
Syariah. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara teori 
dengan praktek di lapangan. Dari latar belakang itulah penulis akan membahas 
lebih dalam sebuah penelitian yang menarik judul “PELAKSANAAN 
PENENTUAN GANTI RUGI (TA’WIDH) PADA PRODUK ARRUM HAJI 
PEGADAIAAN SYARIAH UNIT RANCAEKEK” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa pada pelaksanaan penentuan 
ganti rugi (ta’widh) pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah menetapkan 
pembayaran ganti rugi dalam hal keterlambatan perhari sebesar 4% dibagi dari 30 
dari besarnya angsuran perbulan. Maka dari itu, pelaksanaan ganti rugi (ta’widh) 
tersebut belum sepenuhya sesuai dengan teori yang ada pada Fatwa DSN MUI 
No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh). 
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penulis membuat 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme penentuan ta’widh pada produk Arrum Haji di 




2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta’widh) terhadap penentuan ta’widh 
pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek?  
3. Bagaimana hakikat dan fungsi akad rahn terhadap pembiayaan produk Arrum 
Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan ta’widh pada produk Arrum Haji di 
Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta’widh) terhadap penentuan ta’widh 
pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. 
3. Untuk mengetahui hakikat dan fungsi akad rahn terhadap pembiayaan produk 
Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. 
 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan Akademisi, dari hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk 
memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajari, serta 




pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan juga sebagai wawasan untuk 
menambah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Kegunaan Praktisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
masukan dalam upaya meningkatkan tentang ke-muamalahan dan 
menerapkan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan bagi Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) baik bank maupun non bank. Hasil penelitian ini juga 
diharapkan untuk memberikan masukan agar adanya perkembangan Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) khususnya di Pegadaian Syariah.  
 
E. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran adalah uraian dari cara menggunakan teori dalam 
sebuah penelitian. Kerangka pemikiran pada bagian ini dimulai dari studi 
terdahulu hingga pemecahan teori.   
1. Studi Terdahulu 
Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan 
penelitian, maka diperlukan adanya wacana pembahasan penelitian atau 
pengetahuan-pengetahuan yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait 
dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian yang serupa dengan tema 
yang sama yaitu mengenai ganti rugi (ta’widh) diantaranya: 
a. Ani Nuraeni, 2007, “Ganti Rugi Pada Pembatalan Jual Beli Rumah Pada 
Bumi Panyawangan, Bandung.” Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam 




membooking kavling terlebih dahulu dengan pembayaran minimal Rp. 
5.000.000. disamping itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 
pembeli, apabila pembeli tidak memnuhinya dan memilih untuk tidak 
meneruskannya maka uang booking sebesar Rp.5.000.000 menjadi hangus. 
Begitupun dengan konsumen yang mengundurkan diri karena alasan tertentu 
maka diharuskan membayar denda sebesar 50% x jumlah seluruh pembayaran 
yang telah disetor oleh konsumen kepada Developer. 
b. Miftah Farid, 2013, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-
MUI/VIII/2004 Tentang Ta‟widh Pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah, 
Semarang” Skripsi Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Dalam Penelitian ini 
menekankan pada denda bagi nasabah yang telat dalam melakukan 
pembayaran tagihannya. Ta’widh yang ditetapkan yaitu dengan cara 
menetapkan berdasarkan jangka waktu dan bukan berdasarkan kerugian riil 
yang terjadi. 
c. Firman Wahyudi, 2017, “Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui 
Instrumen Ta’zir dan Ta’widh, Kalimantan” Jurnal Vol 16, No,2, Juli-
Desember 2017 Pengadilan Agama Sampit. Dalam penelitian ini menekankan 
pada pelaksanaan ta’zir dan ta’widh pada perbankan syariah, legalitas legal 
dan mengenal kriteria force majeur yang dialami oleh nasabah.  
d. Khoiro Aulit Taufiqo, 2016, “Analisis Pengelolaan Dana Ta’widh Di BNI 
Syariah, Semarang” Tesis Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri 




keterlambatan pembayaran pada BNI Syariah dan terjadinya kesamaan 
praktik ta’widh di BNI Syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang 
diharamkan karena hal tersebut masuk ke dalam praktik riba.  
e. Ivan Hudayani, 2017, “Penentuan Ta’widh pada Produk Pembiayaan Serambi 
Mikro di Bank BJB Syariah KCP Sumedang” Skripsi Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 
Gunung Djati Bandung. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada  
pemberian sanksi yang diberikan oleh Bank BJB Syariah KCP Sumedang 
kepada nasabah yang lalai terhadap pembayarannya berupa ganti rugi 
(ta’widh). Sehingga apabila dikaitkan hubungannya dengan Fatwa DSN MUI 
No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sesuai implementasinya dengan di 
lapangan. Seharusnya besarnya jumlah ganti rugi (ta’widh) tidak boleh 
dicantumkan di dalam akad, tetapi pelaksanaannya dicantumkan dan dibuat 
sebelum perjanjian di buat. 
2. Teori 
Seiring perubahan dan perkembangan di era zaman ini, kehidupan 
manusia semakin menunjukan kemajuannya di bidang ekonomi. Tak lepas dari 
itu, masyarakat pun akan dihadapkan dengan segala bentuk kebutuhan yang 
sekiranya dapat menunjang kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu nya dengan 
kegiatan bertransaksi. Dengan adanya kegiatan bertransaksi ini maka menunjukan 
adanya hubungan interaksi antara satu pihak dengan yang lainnya. 
Apabila dikaitkan dengan sebuah pembiayaan di suatu lembaga, maka 




saling mengikatkan dirinya untuk menunjukan maksud yang ditujunya dan 
dituangkan dalam sebuah perjanjian (akad) 
Abdul aziz muhammad azzam mendefinisikan akad  berasal dari bahasa 
Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. 
Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara 
orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan 
hubungan ( ُ ُطْبّسلا) dan kesepakatan ( ْقَاِفتِلاا). Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip 
definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “perikatan ijab kabul yang 
dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang 
mendefinisikan, akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak 
atau kedua belah pihak.”13 
Akad adalah hubungan/keterkaitan antara keinginan/statement kedua 
pihak yang dibenarkan oleh syara‟ dan akan menimbulkan implikasi hukum 
tertentu.
14
  Pada intinya akad bisa diartikan sebagai kesepakatan kedua belah 
pihak yang menimbulkan perjanjian diantaranya. Sebagaimana dijelaskan dalam 
firman Allah SWT: 
                    
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“Sebenarnya, barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”15 (QS. Ali Imran [3] 
: 76) 
Dalam pelaksanaan akad harus memperhatikan syarat-syarat yang akan 
terbentuknya suatu akad. Zuhaily (1989: 203-205 Juz VI) mengungkapkan 
pendapat dari Mazhab Hanafi bahwa syarat dalm akad dikategorikan menjadi tiga 
kelompok, yaitu sebagai berikut: 
1. Syarat shahih adalah akad yang telah sesuai dengan rukun dan syarat akad 
atau substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan 
dibenarkan oleh syara’. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat (‘urf). Misalnya 
barang yang dijualbelikan memiliki hak pilih (khiyar) dan syarat sesuai 
dengan „urf adalah adanya garansi. 
2. Syarat fasid adalah pada dasarnya syarat ini sesuai dengan syarat shahih tetapi 
terdapat kriteria yang tidak sesuai dan maksud akad ini tidak ada kejelasan. 
Misalnya terdapati uji coba dulu dalam pembelian sebuah barang dalam 
jangka waktu tertentu. 
3. Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih atau 
terdapat larangan langsung dari hokum islam sehingga tidak menimbulkan 
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Perjanjian itu harus disepakati oleh kedua belah pihak, agar jelas maksud 
dan tujuan tersebut akan dibawa kemana. Sehingga .harus memperhatikan syarat-
syarat apa saja yang diperlukan sehingga dapat memenuhi terjadinya sebuah akad. 
Di dalam perjanjian produk Arrum Haji akan dijelaskan bahwa produk ini 
menggunakan akad rahn, dikarenakan pada produk ini nasabah diharuskan 
memberikan jaminan berupa emas kepada Pegadaian Syariah. Selain itu, fatwa 
yang digunakan pada produk Arrum Haji adalah pembiayaan yang disertai rahn. 
Secara  bahasa al-rahn berarti tertahan. Sedangkan ssecara istilah rahn 
adalah harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang 
berutang tidak mampu melunasinya.
17
 
Jadi, secara sederhana rahn adalah harta yang tertahan sebagai jaminan 
utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya 
sesuai dengan nilai utang nya.
18
 Gadai/rahn ialah perjanjian (akad) pinjam 
meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Perjanjian 
gadai itu di benarkan oleh islam. Berdasarkan  Q.S Albaqarah [2]: 283 
 ٌتَضُوبْقَه ٌىَاهَِسف ًاِبتاَك اوُدَِجت َْنلَو ٍَسفَس َىلَع ُْنتٌْ ُك ِْىإَو .…  
“Apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang yang di 
pegang….”19 
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Inti dari isi kandungan ayat tersebut adalah setiap transaksi yang 
mengandung perjanjian sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, apabila tidak 
memungkinkan untuk tertulis maka hadirkanlah saksi dan apabila tidak ada saksi 
maka berikanlah suatu barang jaminan untuk dijaminkan.  
Rukun gadai (rahn) adalah: 
1. Rahin 
Rahin adalah  orang yang menggadaikan. Sahnya suatu akad rahn adalah 
pihak rahin cakap hukum dan berakal. 
2. Murtahin 
Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Sahnya suatu akad rahn 
adalah pihak rahin cakap hukum dan berakal. 
3. Marhun 
 Marhun adalah barang gadaian. Semua barang yang sah diperjualbelikan 
maka sah pula untuk digadaikan. Sehingga barang gadaian harus bernilai dan 
barang tersebut jelas asal muasalnya  
4. Marhun bih 
 Marhun bih adalah utang. Adanya hak salah satu pihak karena setelah 
terjadinya barang yang digadaikan. Hak tersebut berupa hutang murtahin yang 








5. Sighat aqad 
 Sighat aqad adalah kontrak ijab qabul. dengan adanya ijab dan qabul, 
dimana pihak-pihak yang  bertransaksi adanya pelafalan untung saling memberi 
dan saling merelakan atau menerima. 
20
 
Akad rahn menimbulkan adanya perjanjian yang dimaksud dalam sebuah 
kontrak akad, apabila perjanjian tersebut telah disepakati dan diucapkan pada saat 
ijab kabul, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan sesuai isi akad. Selain itu, 
pada saat akad rahn tersebut telah disepakati, maka timbulah utang piutang antara 
nasabah dengan suatu lembaga keuangan syariah, dikarenakan adanya 
pembiayaan yang dilakukan didalamnya atau dengan kata lain yaitu qardh.  
Menurut Firdaus at al., qardh adalah pemberian harta kepada orang lain 
yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, qardh 




Dasar disyariatkannya qardh (hutang piutang) adalah Alqur‟an Q.S. 
Albaqarah [2]: 245 
 َُهقِعاَُضٍَف ًاٌَسَحاًضَْسق َالله ُضَسُْقٌ يِرَّلا اَذ ْيَه،  ًةَسٍْ ِثَك ًافاَعَْضأ َُهل …. 
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“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang 
baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak….”22 
Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan 
amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan 
menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. 
Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik 
melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang 
menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya. 
Rukun qardh (hutang piutang) ada tiga, yaitu: 
1. Shighah 
Shighah adalah ijab dan qabul. Adanya pelafalan sehingga menimbulkan 
sah nya suatu akad tersebut. Ijab menunjukan adanya pemberian sedangkan qabul 
menunjukan adanya kerelaan yang menerima akad, 
2. ‘aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) 
‘aqidain adalah dua pihak yang melakukan akad atau transaksi. 
Diantaranya terdapat kreditur dan debitur. 
3. harta yang dihutangkan 
maksud harta yang dihutangkan disini adalah baik berupa barang ataupun 
uang yang dijadikan sebagai utang. 
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Syarat qardh, yaitu: 
1. Shighah.(ijab dan qabul) 
Akad qardh dilakukan dengan adanya ijab dan qabul, dimana pihak-
pihak yang  bertransaksi adanya pelafalan untung saling memberi dan saling 
merelakan atau menerima. 
2.  „Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) 
Para pihak dalam melakukan transaksi akad qardh adalah kreditur dan 
debitur. Kedua belah pihak harus cakap hukum dan tidak adanya unsur paksaan.  
3. Harta yang dihutangkan 
Harta yang dijadikan hutang bisa berupa harta apa saja asalkan haruslah 
harta yang jelas baik harga maupun fisik nya.
23
 
Pelaksanaan akad perjanjian Arrum Haji di Pegadaian Syariah harus 
sesuai dengan apa yang tercantum dalam isi akad, setiap apa yang diperjanjikan 
antara lembaga dan nasabah sebelum akad itu terjadi, maka perjanjian tersebut 
harus dilaksanakan. Namun terdapat perbedaan dalam pembayaran ganti rugi 
(ta’widh) yang diberikan lembaga dengan apa yang disebutkan di dalam Fatwa 
DSN MUI. Pegadaian Syariah melaksanakan ganti rugi (Ta’widh) terhadap 
nasabah dalam hal keterlambatan membayar uang pembiayaan nya yang 
dibayarkan secara angsuran perbulan. Jumlah besarnya ganti rugi (ta’widh) yang 
ditetapkan oleh Pegadaian Syariah tersebut harus dibayarkan perhari oleh nasabah 
digabung dengan pembayaran angsuran perbulan. 
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Kata al-ta’widh berasal dari „iwadha (ض وع) yang berarti ganti.24 
Sedangkan al ta’widh secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar 




Jika salah satu pihak yang menanggung kerugian atas pelanggaran suatu 
akad maka perlu adanya tanggung jawab (dhaman) untuk mengganti dan 
menutupi kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan akad, kerugian yang terjadi 
lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek atau hal 
yang menyangkut fisik seseorang. 
Berikut merupakan dasar hukum mengenai ganti rugi (ta’widh) yang tertera pada : 
1. Alqur‟an 
Q.S. Almaidah [5]: 1 
             ....  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”26 
Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang harus memenuhi 
apa yang telah diperjanjikan, jangan menunda-nunda pembayaran selagi mampu, 
dan janganlah merugikan pihak lain dalam hal bertransaksi. Apabila menimbulkan 
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kerugian dari salah satu pihak maka balaslah ia sesuai dengan kerugian yang 
diterima. Berikut akan diperjelas di dalam Q.S. Albaqarah [2]: 194 
…                      
             
“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah 
ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpahkan kepadamu. Bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta 
orang-orang yang bertakwa.”27 
Potongan isi ayat di atas menjelaskan bahwa umat muslim harus selalu 
berbuat adil, sekalipun itu kepada kaum musyrik (musuh). Sehingga apapun 
kerugian yang diterima maka harus membalasnya sesuai dengan kerugian 
tersebut. 
Q.S. Ali Isra‟ (17): 34 
   …             
“...dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung 
jawabannnya.”28 
Allah memerintahkan kepada hambanya agar memenuhi janji, perjanjian 
tersebut bisa berupa perjanjian kepada Allah SWT maupun kepada manusia 
semata. Perjanjian yang ditelah dibuat harus dilaksanakan sesuai hukum yang 
                                                          
27
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya … 30. 
28




berlaku dan tidak menyimpang aturan agama. Sehingga siapapun yang melanggar 
pertanggung jawaban tersebut maka akan menerima balasan yang setimpal.  
2. Hadits Nabi riwayat Al-Bukhari tentang Penundaan Pembayaran Utang 
 ٍسَوْعَه ْيَع َىلْع َلأا ُدْبَع َاٌَث َّدَح :ٌد َّدَسُه َاٌَث َّدَح ِبْهَو ًِخ َأ ٍهََّبٌُه ِيْب ِم ا ََّوه ْيَع ،
 ُّالله َلَص ُّالله ُلوُسَز َلَاق :ُلُوَقٌ ُهٌْ َع ُّالله ًَ ِضَز َةَسٌْ  َُسه َاب َأ َعِوَس ُهًَّ َأ :ٍهََّبٌُه ِيْب
 ُلْطَه (( :َْنلَس َو ِهٍَلَع .)) ٌنُْلظ ًَّ ٌَِغْلا  
Musaddad menyampaikan kepada kami dan Abud A‟la, dari 
Ma‟mar, dari Hammam bin Munabbih, saudara Wahb bin Munabbih, 
yang mendengar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya tanpa 
udzur merupakan sebuah kezaliman.”29 (HR. Al-Bukhari No. 2400) 
 
Hadits di atas menjelaskan bahwa menunda-nunda pembayaran bagi 
orang yang mampu membayarnya merupakan suatu dosa besar, dikarenakan dia 
mampu untuk membayar tetapi dia melalaikannya. Sehingga dia ingkar tehadap 
janji nya. Maka pihak berpiutangg dibolehkan untuk menagih utang kepadanya. 
Tetapi berbeda hal nya dengan orang yang menunda-nunda pembayaran karena 
tidak mampu untuk membayar utang nya. Pihak berpiutang tidak boleh memaksa 
untuk melunasinya apalagi ditambah dengan membebankan penambahan utang 
kepada yang berhutang karena alasan jatuh tempo, hal ini bisa dikatakan suatu 
penambahan yang riba. Karena seharusnya pihak berpiutang memberikan 
kelonggaran waktu kepada yang berhutang, jika hal ini tidak terjadi maka pihak 
berpiutang termasuk orang yang mendozlimi. 
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F. Langkah-langkah Penelitian 
Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah metode yang digunakan di dalam suatu 
penelitian.
30
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deksriptif. Metode deskriptif yaitu metode untuk proses pemecahan masalah 
dalam penulisan deskriptif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan 
keadaan gejala dan fakta di dalam kehidupan sosial (subjek atau objek) secara 
mendalam.
31
 Seperti penelitian saat ini terhadap pelaksanaan ta’widh pada produk 
Arrum Haji yang memakai metode pendekatan studi lapangan pada Pegadaian 
Syariah Unit Rancaekek. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Bandung, yaitu 
Pegadaian Syariah Unit Rancaekek, Cabang Majalaya, Bandung. Jl. Raya 
Rancaekek Km. 20 No. 146 Bandung Jawa Barat. Telp. 0227796144 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah dari mana subjek dapat diperoleh. Adapun sumber 
data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 
a. Sumber data primer, yaitu data yang menjadi sumber pokok dari hasil data-
data yang dikumpulkan.dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara 
kepada sumbernya secara langsung yaitu kepada karyawan Pegadaian Syariah 
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yang bersangkutan langsung dengan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian 
Syariah Unit Rancaekek khususnya mengenai pelaksanaan ganti rugi 
(ta’widh). 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang menunjang dalam melengkapi dari 
data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian tersebut 
atau literatur, serta beberapa catatan hasil dari wawancara, hasil survey, 
internet, dll yang relevan dengan penelitian tersebut. 
4. Jenis Data 
Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Metodologi 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
tulisan atau lisan dari hasil pengamatan melalui pendekatan yang diarahkan pada 
pengamatan tersebut. Data kualitatif dalam penelitian memiliki kriteria data yang 
pasti, data yang terjadi sebagaimana adanya.
32
 
Data kualitatif yang dihimpun dalam penelitian ini yaitu mengenai 
mekanisme penentuan ta’widh pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah 
Unit Rancaekek. Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta’widh) terhadap penentuan ta’widh pada 
produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit Rancaekek serta hakikat dan fungsi 
akad rahn terhadap pembiayaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Unit 
Rancaekek. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah utama dalam 
penelitian untuk mendapatkan sebuah data. Tanpa mengetahui serta memahami 
teknik pengumpulan data yang baik, maka peneliti tidak akan mendapatkan 
sebuah data yang dapat melengkapi suatu penelitian. 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
 Observasi adalah metode pengumpulan data secara langsung. Melalui 
pengamatan secara cermat yang berlangsung di lapangan atau di tempat lokasi 
penelitian. 
  Penulis melakukan teknik pengamatan dan pencatatan secara langsung 
dan sistematis ke lokasi penelitian yang diamati terhadap masalah-masalah yang 
akan diteliti. Adapun observasi yang dilakukan peneliti di Pegadaian Syariah Unit 
Rancaekek pada bulan Oktober-November 2017. 
b. Wawancara 
 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi 




 Penulis melakukan wawancara dengan staf pihak Pegadaian Syariah, 
yaitu bapak Hadhi Permadikusumah Kepala Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. 
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Dan bapa Chafid & Ari selaku bagian humas Kantor Wilayah Pegadaian Syariah 
Bandung. 
c. Studi Kepustakaan (Dokumen) 
Studi kepustakaan adalah sumber tertulis sebagai pelengkap dari 
penggunaan metode observasi dan wawancara dari suatu penelitian.
34
 Penelitian 
ini studi kepustakaan yang digunakan adalah mengumpulkan buku-buku, sejarah, 
peraturan kebijakan, dll,  yang dapat melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah yang sedang diteliti. 
6. Analisis Data 
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
dengan pendekatan secara kualitatif, yaitu penjelasan mengenai maksud data yang 
didapati dari lapangan selanjutnya akan dikumpulkan dan 
dikelompokan/diklasifikasikan menjadi berbagai golongan kategori. Maka penulis 
melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data dari berbagai sumber, baik 
sumber data primer maupun sumber data sekunder. Kemudian dilakukan 
pengklasifikasian data tersebut sebagai pokok bahasan yang mengacu pada 
rumusan masalah. 
b. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip fiqh muamalah 
sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran dengan 
memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku didalam 
penelitian. 
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Menarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 
